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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 
kesadaran pembayaran pajak pada Aparatur Sipil Negara yang 
memiliki usaha pertanian pasca penerbitan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 di dusun Pernek Beru. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 
Adapun informan dari penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara 
yang memiliki usaha pertanian di dusun Pernek Beru Rt/Rw 
001/007 dan salah satu pegawai KPP Pratama Sumbawa Besar 
bidang penyuluhan. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan metode 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi,wawancara dan 
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari Aparatur Sipil Negara yang 
memiliki usaha pertanian di dusun Pernek Beru masih belum 
mengetahui, memahami dan memiliki kesadaran terhadap 
peraturan tersebut. Hal itu, dikarenakan masih kurangnya 
pemerataan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 ini. Sehingga pengetahuan, pemahaman dan 
kesadaran dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha 
pertanian di dusun Pernek Beru ini masih kurang terhadap 
peraturan tersebut. 
Kata Kunci : Pemahaman, Kesadaran, Aparatur Sipil Negara, 
Pertanian  
Abstract  
This study aims to describe how awareness of tax payments on State 
Civil Apparatuses that have agricultural businesses after the 
issuance of Government Regulation Number 23 Year 2018 in the 
hamlet Pernek Beru. The method used in this research is descriptive 
qualitative method. The informant of this research are the State Civil 
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Apparatus who have an agricultural business in the Pernek Beru Rt/ 
Rw 001/007 hamlet and one of the Sumbawa Besar KPP employees 
in the field of counseling. Sources of data in this study are primary 
data sources and secondary data sources, with data collection 
methods using observation, interviews and documentation 
techniques. The results of this study indicate that knowledge, 
understanding and awareness related to Government Regulation 
Number 23 Year 2018 of the State Civil Apparatus which has an 
agricultural business in the Pernek Beru hamlet still do not know, 
understand and have awareness of these regulations. That is, due to 
the lack of even distribution of information related to Government 
Regulation Number 23 of 2018. So that the knowledge, understanding 
and awareness of the State Civil Apparatus which has an agricultural 
business in the Pernek Beru sub-village is still lacking in the 
regulation. 
Keywords: Understanding, Awareness, State Civil Apparatus, 
Agriculture 
PENDAHULUAN  
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 
potensi sumber penerimaan pemasukan yang berasal dari sumber 
penerimaan pemasukan yang ada di dalam negeri dan sumber 
penerimaan pemasukan yang berasal dari luar negeri. Salah satu 
sumber penerimaan pemasukan yang berasal dari dalam negeri 
yaitu berupa pajak.  Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan iuran wajib orang atau badan 
yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang imbalan atau keuntungannya tidak 
dapat dirasakan secara langsung oleh orang atau badan tersebut 
tetapi memberikan manfaat untuk kesejahteraan negara dan 
rakyat.  Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban yang ada dalam 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 23 tentang 
kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dipercayakan 
dengan penuh kesadaran, pengabdian, kepatuhan dan 
tanggungjawab. Salah satu kewajiban dari Aparatur Sipil Negara 
yaitu membayar pajak. Selain itu, Aparatur Sipil Negara termasuk 
ke dalam wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar 
pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Salah satu sektor mata 
pencaharian yang ada di Indonesia adalah pertanian karena 
pertanian merupakan sumber penopang kehidupan perekonomian 
bagi masyarakat maupun perekonomian nasional dalam 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan. Sektor pertanian 
merupakan andalan bagi wilayah kabupaten Sumbawa umumnya 
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sehingga membuat pemerintah melakukan pembuatan kebijakan 
dalam bidang pertanian dengan mengadakan penyuluhan bagi 
sumber daya manusia yang mengelola bidang pertanian dari cara 
pengelolaan pertanian secara tradisional menjadi pengelolaan 
pertanian yang berbasis modern. Salah satunya adalah masyarakat 
dusun Pernek Beru desa Pernek yang ada di kecamatan Moyo Hulu 
selain masyarakatnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara mereka 
juga bekerja sebagai petani dalam mengelola lahan pertanian yang 
mereka miliki dalam memenuhi kebutuhan dan penghasilan 
tambahan sehari-hari dari usaha pertaniannya. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari kantor desa Pernek bahwa jumlah Aparatur 
Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian berjumlah 35 kepala 
keluarga yang terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Batu Petih, dusun 
Seminar, dusun Pernek dan dusun Pernek Beru. Sedangkan data 
terkait Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian di desa 
Leseng berjumlah 56 kepala keluarga yang terdiri dari 9 dusun 
diantaranya dusun Batu Alang, dusun Leseng, dusun Talwa A, 
dusun Talwa B, dusun Sedan, dusun Bina Karya, dusun Buin Sepit, 
dusun Bukit Cantik, dan dusun Katompo. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari kantor desa Pernek dusun Pernek Beru memiliki 10 
kepala keluarga Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha 
pertanian sedangkan berdasarkan data dari kantor desa Leseng 
jumlah Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian yang 
ada di dusun Batu Alang hanya memiliki 6 hingga 7 kepala keluarga 
saja. Dalam hal ini usaha dalam bidang pertanian sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) pada pasal 7 ayat (1) poin F tentang 
kesempatan berusaha dan pertanian atau perkebunan masuk juga 
ke dalam pajak pusat sehingga ada dalam Klasifikasi Lapangan 
Usaha (KLU) perpajakan tentang pertanian merupakan sebuah 
kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena dari 
pertanian ini menghasilkan sebuah penghasilan atas usahanya 
dalam mengelola pertanian tersebut.  
Sehingga usaha pertanian ini termasuk usaha lain yang 
dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha lain yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu dengan tarif 0.5% dari omzetnya. Berdasarkan uraian di 
atas peneliti ingin mencoba mengkaji dan melakukan penelitian 
tersebut dengan judul : “Kesadaran Pembayaran Pajak Pada 
Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Usaha Pertanian Pasca 
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.” 
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METODE PENELITIAN  
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan 
suatu peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya 
tentang bagaimana kesadaran pembayaran pajak pada Aparatur 
Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian pasca penerbitan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di dusun Pernek Beru.  
Lokasi penelitian ini adalah dusun Pernek Beru Rt/Rw 001/007 dan 
KPP Pratama Sumbawa Besar. Waktu penelitian dari bulan 
november 2019 sampai dengan desember 2019. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder. Adapun alat analisis yang digunakan 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 serta 
tahapan analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, 
reduksi data, uji keabsahan data, penyajian data, analisis data, 
penyusunan dan penarikan kesimpulan data.  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Profil Desa  
Desa Pernek adalah salah satu dari 12 desa yang ada di 
kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dengan jumlah dusun sebanyak 4 dusun 
diantaranya dusun Batu Petih, dusun Pernek, dusun Seminar dan 
dusun Pernek Beru. Mata pencaharian pokok masyarakat desa 
pernek adalah sebagai petani. Namun ada beberapa sektor mata 
pencaharian dan pendapatan perkapita lainnya yang ada di desa 
pernek diantaranya sektor pertanian sebesar Rp. 22.000.000, 
sektor perkebunan Rp. 6.250.000, sektor peternakan Rp. 
8.000.000, sektor perikanan Rp. 2.000.000, sektor kerajinan Rp. -
1.000.000, sektor industri kecil menengah dan besar  Rp. 1.500.000 
serta sektor jasa dan perdagangan Rp. 20.000.000. Sehingga dapat 
dilihat bahwa pendapatan dan sektor mata pencaharian yang 
memiliki potensi besar yaitu sektor pertanian. 
Profil Dusun Pernek Beru  
 Dusun Pernek Beru adalah salah satu dusun yang ada di desa 
pernek dengan jumlah 2 Rukun Tetangga yaitu Rt 001 dan Rt 002 
serta Rukun Warga 007. Pada dusun ini terdapat 10 Kepala 
Keluarga Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian. 
Sedangkan untuk total jumlah Kartu Keluarga yang ada di dusun 
Pernek Beru adalah sebanyak 59 Kartu Keluarga dengan jumlah 
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masyarakat sebanyak 181 jiwa yang terdiri laki-laki dan 
perempuan.  
Pemahaman Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Usaha 
Pertanian di Dusun Pernek Beru Terkait Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018  
 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian 
pemerintah Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di 
Indonesia mencapai kurang lebih 265 juta jiwa. Sedangkan, jumlah 
pelaku UMKM yang ada di Indonesia kurang lebih 58.97 juta orang 
sebagai pelaku UMKM atau sekitar 23% dari jumlah penduduk 
Indonesia. Jumlah pelaku UMKM yang banyak dapat memberikan 
kontribusi pendapatan yang cukup  besar bagi perekonomian 
negara ketika para pelaku UMKM memahami dan menyadari terkait 
tata cara perpajakannya sehingga para pelaku UMKM melakukan 
pembayaran dan pelaporan pajak atas usahanya tersebut. 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini 
mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha lain 
yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dengan tarif 0.5%. 
Pemahaman dan Kesadaran Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki 
Usaha Pertanian di Dusun Pernek Beru Terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan 
Atas Penghasilan Usaha Lain Yang Diterima atau Diperoleh Oleh 
Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
Pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa : “Atas penghasilan 
dari usaha lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 
negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak 
penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.”  
Dalam ayat 1 ini menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 ini dikenakan kepada wajib pajak yang ada di dalam 
negeri dimana wajib pajak tersebut memiliki penghasilan kurang 
dari 4.8 Miliyar dalam satu tahun pajak berjalan atas kegiatan 
usahanya. Dalam hal ini, untuk kesadaran pembayaran dan 
pelaporan pajaknya para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha 
pertanian di dusun Pernek Beru ini sudah memiliki kesadaran 
untuk pembayaran pajak PPh 21 atas penghasilan mereka sebagai 
Aparatur Sipil Negara dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi 
untuk kesadaran dalam pembayaran pajak atas usaha 
pertaniannya yang  dikenakan pajak dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 tahun 2018 ini mereka masih belum memiliki kesadaran 
karena mereka masih belum mengetahui tentang Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini. Mereka akan membayar 
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pajak atas usaha pertanian yang dikenakan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini ketika mereka sudah 
mendapatkan sosialisasi dari pihak pajaknya mengenai peraturan 
tersebut. Sedangkan  data yang didapat dari pihak pajak bahwa 
mereka sudah pernah melakukan sosialisasi terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut karena sosialisasi 
tersebut sudah diprogramkan oleh pihak pusat dan setiap KPP 
Pratama yang ada juga membuat program kerja di awal tahun tetapi 
untuk sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha 
pertanian belum mempunyai program khusus. Tetapi wilayah 
Sumbawa sudah pernah melakukan sosialisasi terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hanya saja sosialisasi yang 
diberikan bukan kepada para Aparatur Sipil Negara yang memiliki 
usaha pertanian tetapi sosialisasi itu diberikan kepada para petani 
jagung sehingga dapat terlihat bahwa sosialisasi yang dilakukan 
oleh pihak pajak masih kurang merata.  
Pemahaman dan Kesadaran Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki 
Usaha Pertanian di Dusun Pernek Beru Terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tarif Pajak 
Penghasilan Final Sebesar 0.5% 
Pada pasal 2 ayat (2) tentang : “Tarif pajak penghasilan yang 
bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0.5% (nol 
koma lima persen). Dalam hal ini, menjelaskan bahwa tarif yang 
dikenakan untuk pengenaan pajak yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23Tahun 2018 ini adalah sebesar 0.5%. Dalam 
hal ini, para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian 
ini masih belum mengetahui tentang tarif yang atur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena selama ini 
setiap mereka panen atas usaha pertaniannya mereka hanya 
mengeluarkan zakat sebesar 5%-10% dari hasil panennya. Namun, 
para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian ini juga 
memiliki pandangan jika mereka sudah mendapatkan sosialisasi 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif 
0.5% tersebut mereka akan membayarnya menggunakan tarif 
tersebut yang penting ada penjelasan dan sosialisasi yang mereka 
dapatkan tentang peraturan tersebut. Selain itu, mereka menyadari 
kalau pajak itu untuk pembangunan negara karena mereka berfikir 
kalau bukan dari kesadaran kita membayar pajak siapa lagi yang 
akan membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan 
negara ini.  
Pemahaman Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Usaha 
Pertanian di Dusun Pernek Beru Terkait Peraturan Pemerintah 
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Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tidak Termasuk Penghasilan 
dari Usaha Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final.  
Pada pasal 2 ayat (3) : “Adapun jenis penghasilan yang 
dikecualikan adalah sebagai berikut” : Tidak termasuk penghasilan 
dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang 
pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;  
b.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang 
pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;  
c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat 
final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan tersendiri; dan  
d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.  
 
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:  
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, 
penilai, dan aktuaris;  
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;  
c. Olahragawan;  
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 
moderator;  
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
f. Agen iklan;  
g. Pengawas atau pengeloia proyek; 
h. Perantara; 
i. Petugas penjaja barang dagangan; 
j. Agen asuransi; 
k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan 
langsung dan kegiatan sejenis lainnya.  
Dalam hal ini, menjelaskan bahwa masih kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Sipil Negara yang 
memiliki usaha pertanian di dusun Pernek Beru ini terkait jenis 
penghasilan yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 ini karena kurangnya sosialisasi.   
Pemahaman dan Kesadaran Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki 
Usaha Pertanian di Dusun Pernek Beru Terkait Sanksi Yang 
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Diberikan Jika Tidak Melakukan Pembayaran dan Pelaporan 
Pajak 
Untuk sanksi telat laporkan SPT tahunan maka akan 
dikenakan denda untuk wajib pajak orang pribadi Rp. 100.000. 
Sedangkan untuk wajib pajak badan Rp. 1.000.000. Tetapi untuk 
telat bayar setiap bulannya akan dikenakan sanksi 2% . Dalam hal 
ini, ada pengenaan tarif sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak 
melakukan pembayaran dan pelaporan pajak atas usahanya. Hanya 
saja dari pihak pajak melihat terlebih dahulu usaha yang 
dimilikinya karena biasanya pengenaan tarif pajak rangenya tidak 
terlalu besar bagi usaha yang biasa saja karena pihak pajak juga 
memberikan sanksi sesuai dengan kemampuan pelaku usaha 
tersebut dan pihak pajak juga lebih mengutamakan pelaku usaha 
yang memiliki usaha menengah ke atas dalam pengenaan 
sanksinya agar pelaku usaha ini menyadari akan kewajiban 
perpajakannya. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
terkait Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mempengaruhi juga 
kepada  kesadaran dan kepatuhan para Aparatur Sipil Negara yang 
memiliki usaha pertanian dalam perpajakan. Namun, para Aparatur 
Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian di dusun Pernek Beru 
memiliki kesadaran dan kepatuhan terkait Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 hanya saja mereka berharap adanya 
sosialisasi yang jelas yang diberikan oleh pemerintah atau pihak 
pajak.  
Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Usaha Pertanian di dusun 
Pernek Beru Masih Belum Memahami Terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan 
Atas Penghasilan Usaha Lain Yang Diterima atau Diperoleh Oleh 
Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa para Aparatur Sipil 
Negara yang memiliki usaha pertanian yang ada di dusun Pernek 
Beru masih belum memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 karena mereka belum pernah mendapatkan 
sosialiasasi terkait peraturan tersebut sehingga kesadaran dari 
Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian di dusun 
Pernek Beru juga masih kurang. 
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Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Usaha Pertanian di Dusun 
Pernek Beru Masih Belum Memahami Terkait Tarif 0.5% Yang 
Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
Para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian di 
dusun Pernek Beru masih belum mengetahui dan memahami 
terkait tarif 0.5% yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 karena setiap mereka memperoleh hasil 
panen atas usaha pertanian mereka biasanya mengeluarkan zakat 
atau shadaqah sebesar 5%-10%  tergantung dari hasil panen yang 
diperoleh. 
Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Usaha Pertanian diDusun 
Pernek Beru Masih Belum Memahami Terkait Tidak Termasuk 
Penghasilan dari Usaha Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang 
Bersifat Final  
Dalam hal ini, para Aparatur Sipil Negara masih belum 
mengetahui tentang pajak yang dikecualikan karena mereka masih 
belum mengetahui dan memahami jenis-jenis usaha apa saja yang 
masuk dalam pengecualian pajak yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut.  
Sanksi Yang Diberikan Ketika Tidak Melakukan Pembayaran 
dan Pelaporan Pajak Atas Usahanya 
Fakta yang ditemukan dilapangan para Aparatur Sipil Negara 
yang memiliki usaha pertanian di dusun Pernek Beru ini masih 
belum melakukan pembayaran dan pelaporan atas pajak usaha 
pertanian yang dikenakan tarif sebesar 0.5% sesuai dengan 
ketentuan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 ini. Sehingga,masih kurangnya kesadaran dari 
Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian yang ada di 
dusun Pernek beru ini. Untuk itu diperlukan sosialisasi secara 
merata dan pendampingan terkait perpajakan karena ketika 
masyarakat sudah menyadari dan patuh terhadap pajak maka 
mereka akan membayar pajak dan melaporkan pajaknya apalagi di 
sumbawa ini potensi pendapatan dari hasil pertanian cukup 
memiliki peluang yang sangat besar karena masyarakatnya rata-
rata bekerja sebagai petani untuk pemenuhan kebutuhannya. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumya dapat disimpulkan 
bahwa untuk kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak para 
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Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian di dusun 
Pernek Beru ini sudah memiliki kesadaran untuk pembayaran 
pajak PPh 21 atas penghasilan mereka sebagai Aparatur Sipil 
Negara dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi untuk 
kesadaran dalam pembayaran pajak atas usaha pertaniannya yang  
dikenakan pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 
2018 ini mereka masih belum memiliki kesadaran karena mereka 
masih belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 ini. Mereka akan membayar pajak atas usaha 
pertanian yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 ini ketika mereka sudah mendapatkan sosialisasi dari 
pihak pajaknya mengenai peraturan tersebut. Sedangkan  data 
yang didapat dari pihak pajak bahwa mereka sudah pernah 
melakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 tersebut karena sosialisasi tersebut sudah 
diprogramkan oleh pihak pusat dan setiap KPP Pratama yang ada 
juga membuat program kerja di awal tahun tetapi untuk sosialisasi 
kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian belum 
mempunyai program khusus. Tetapi wilayah Sumbawa sudah 
pernah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 hanya saja sosialisasi yang diberikan bukan kepada 
para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian tetapi 
sosialisasi itu diberikan kepada para petani jagung sehingga dapat 
terlihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pajak masih 
kurang merata. Para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha 
pertanian di dusun Pernek Beru masih belum mengetahui dan 
memahami terkait tarif 0.5% yang dikenakan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena setiap mereka 
memperoleh hasil panen atas usaha pertanian mereka biasanya 
mengeluarkan zakat atau shadaqah sebesar 5%-10%  tergantung 
dari hasil panen yang diperoleh. 
Keterbatasan Penelitian 
1. Jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini bersifat 
terbatas hanya 3 orang informan yang ditemukan peneliti hingga 
menemukan titik jenuh. 
2. Karena keterbatasan informasi dari informan peneliti menambah 
satu informan dari pihak pajak.  
3. Penelitian hanya fokus di dusun Pernek Beru saja.  
Saran 
1. Saran bagi pemerintah adalah diharapkan pemerintah atau pihak 
KPP Pratama Sumbawa untuk memberikan sosialisasi, edukasi 
dan pendampingan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki 
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usaha pertanian yang ada di dusun Pernek Beru dan kepada para 
masyarakat yang memiliki usaha pertanian dalam bidang 
perpajakan khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018. 
2. Saran untuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha 
pertanian di dusun Pernek Beru diharapkan dapat menggali ilmu 
pengetahuan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 melalui media sosial karena sosialisasi juga dilakukan di 
media sosial. Setelah mendapatkan sosialisasi yang jelas dan 
rinci dari pihak pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 diharapkan mampu menaati peraturan tersebut 
dengan cara membayar dan melaporkan pajaknya dari usaha 
pertaniannya tersebut sehingga membantu mendorong 
pemasukan dan pembangunan untuk negara khususnya untuk 
pembangunan di wilayah Sumbawa.  
Implikasi Penelitian 
1. Pengetahuan akan mempengaruhi pemahaman para Aparatur 
Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga ketika para Aparatur 
Sipil Negara ini sudah mengetahui kemudian memahami dari 
peraturan tersebut maka akan timbul kesadaran untuk 
melakukan kewajibannya dalam perpajakan untuk membantu 
memberikan kontribusi kepada negara.   
2. Hasil dari penelitian ini sebagai masukan bagi pihak pajak untuk 
melakukan pemerataan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 kepada para Aparatur Sipil Negara yang 
memiliki usaha pertanian di dusun Pernek Beru khususnya dan 
untuk para Aparatur Sipil Negara yang memiliki usaha pertanian 
di dusun Pernek Beru ini penelitian ini bisa jadi ilmu 
pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan atas 
penghasilan usaha lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 0.5%. 
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